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WALIKOTA SORONG
PRCOVINSI PAPUA BARAT DAYA

PER.:TURAN WALIKOTA SORONG
~OMOR 6K TAHUN 21323
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASI( ‘NAL SEKOLAH DASAR NEGER! 14 KOTA SORONG

DENGAN ~AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORON(:,

Menimbang : a.  bahw: sehubungan dengan perubahan Nomenklatur
yvang berdasarkan pada Peraturan Walikota Sorong
Nomc 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Nama
Tama': Kanak-Kanak Negreri, Sekolah Dasar Negeri dan
Sekol. h Menengah Pertama Negeri di Kota Sorong, perlu
adan: . 1zin Operasional,;
b.  bahw. berdasarkan nertimbangan sebagaimana
dimal sud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan
Walik rta Sorong tentang Pemberian lzin Operasional
Sekol. it Dasar Negeri 14 Kota Sorong;
Minigingat - 1. Pasal '8 ayat (6} Undang-i.ndang Dasar Negara Republik
Indon+sia;
2. Unda .z-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pemb: ntukan Provinsit Irian Jayva Tengah. Provinsi Iran
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabu..aten Puncak Jayva dan Kota Sorong (Lembaran
Negar « Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
173,T..mbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomo: 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
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Pemb+ntukan Provinsi Inan Jaya Tengah, Provinsi lrian
Java arat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong (Lembaran
Negar: Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
39601

Undar g-Undang Nomor 2! Tahun 2001 tentang Otonomii
Khus::s bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonrsia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negar:. Republik Indones:a Nomor 4151} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undarg-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perub.ihan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua
{Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nome: 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon sia Nomor 6697);

Unda: g-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendiiikan Nasional {lLembaran Negara Republik
Indor~sia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negar + Republik Indonesia Nomor 4301);

Unda g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemb: ntukan Peraturaix Perundang - undangan
(Lembisran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomc 82, Tambahan [embaran Negara Republik
Indon:sia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua
kali, ‘rrakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 ientang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nome: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perur:iang-Undangan (Lembaran  Negara Republik
Indori-sia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negar: Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme: mtahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indon~sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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Undas g Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perati ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undarg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon+sia Nomor 6856},

Peratiiran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemb:gian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerntahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daera’t Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negar: Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengenlaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negar:. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tamb.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5105] sebagaimana telals diubah dengan Peraturan
Pemermtah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentar.g Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomo: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon«sia Nomor 5157);

Peratiran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12
Tahur 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
~ Und.ingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peratiran Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubshan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 rentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomo: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indon+sia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50
Tahur 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
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Perat.iran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berit.. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036: sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentrri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tenta g Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Neger: Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Prodih Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indorasia Tahun 2018 Nomor 1537);

Perat.iran Wabhkota Sorong Nomor 1 Tahun 2022
tenta: g Perubahan Tata Nama Taman Kanak-Kanak,
Sekol.:th Dasar Negeri darni Sekolah Menengah Pertama
di Ke:a Sorong (Berita Daerah Kota Sorong Tahun
2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA TLNTANG PEMBERIAN  [ZIN
OPERASIC VAL SEKOLAH DASAR NEGERI 14 KOTA SORONG.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Per.turan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerz " adalah Kota Sorony.

Peme::ntahan Daerah adaiah penyelenggaraan urusan
peme:ntahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwaisilan rakyat daeral: menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasn A dalam sistemm dan prinsip Negara Kesatuan
Repuildik Indonesia sebazaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahuy 1945,

Peme: intah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penve.enggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
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kewet angan daerah otonom.

4.  Walikora adalah Walikota Sorong.
Dinas “endidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
Kepal. Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas
Pendi1ikan Kota Sorong.

7. Sekol:h Dasar Negeri yang selanjutnva disingkat SD
Neger adalah Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Sorong.

&  NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Negeri.

BAB T
1IZIN OPERASIONAL

Pasal 2

Izin operas:onal diberikan kepada SD Neger1 14 Kota Sorong.

BAB {11
NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

Pasal 3

Dengan nez:ua SD Negeri 14 Kota Sorong.

Pasal 4
Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 24 RT.004/RW.
005, Malawei, Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua

Barat Days.

Pasal 5
Status SL: Negeri 14 Kota Scrong adalah Sekolah Negeri,
dengan NFSN 60400449,

BAE IV
FENGELOLAAN DAN FENYELENGGARAAN

Pasal 6
{1) Penge:claan dan Penyelenggaraan SD Negeri 14 Kota

Sorong dilaksanakan Oileh Dinas Pendidikan Kota
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{2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

adala! Pendin dan Pengelola SD Negeri 14 Kota Sorong.

BAR V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7
(1) SD egeri 14 Kota Sorong wajib melaksanakan
kurik:.ium Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Dinas rendidikan Wajib :
a. mnenaati peraturan  yang mengatur tentang
rnyvelenggaran Pendidikan Formal;
b.  menjamin mutu Pendidikan dengan menyediakan:
1 sarana,
2 prasarana;
% tenaga; dan

< dana.

Pasal 8
3D Negert . 4 Kota Sorong dilarang :
a. dyadi-an sarana untuk kepentingan politik atau
golon.an tertentu;
b. tujuar komersial; dan
c. melak tkan pemungutan biava yang tidak mermiliki

aturan dasar.

BAB Vi
PENAMBAHAN JAM PELAJARAN

Pasal 9
{1} Penar:bahan jumlah jam pelajaran pada SD Negeri 14
Kota ~orong dilakukan dengan ketentuan:
a. prnambah jam pelajaran dan/atau alokasi waktu
belajar sesuai dengan kurikulum; dan

b. izin kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
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izin h:pala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertujuan untuk peningkatan mutu Pendidikan

dengs : memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat

dan bsrmain.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasai 10
Kepal: Sekolah SD Neger: 14 Kota Sorong melaporkan
kiner:: dan kemajuan Sekolah disertai dengan daftar
hadir ~etiap bulan.
Pelap: ran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilape:kan secara berkela kepada Walikota Sorong

melal : Dinas Pendidikan »ota Sorong.

Pasa! 11

Kegiatan “wlajar SD Negeri 14 Kota Sorong dimula: pada
Tahun Aja:an 2023/2024.

BAB Vill
KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasai 12

Pelanggar:» terhadap Pasal 7 avat {1}, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1}

dan Pasa 10 diberikan sariksi berupa pencabutan izin

Operasions ..
BAR IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasai 13
Dengan lerlakunva Peraturan Walikota ini, maka izin

operasions: Sekolah Dasar Negeri 26 Malabutor dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangk:in.

Agar  selia oran mengetahuinya, memerintahkan
g P g
pengundar gan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Beri a Daerah Kota Sorong.

Liitetapkan di Sorong
pada tanggal 24 - 1 - 2023
. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
GEORGE YARANGGA
Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 24 ~ 1 - 2023
Pl:. SEKRETARIS DAERAH ~OTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BrRITA DAERAH KOTA SO~ONG TAHUN 2023 NOMOR 6K

Sainan sesuai dengan aslinva
FEPALA BAGIAN HUKUM
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LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
NiP.198505112011041001




